Menimbang

Mengingat

Mepcébut

Menetapkan -

73N,
il ‘:r"_f‘ \\\\

é o A

VoA Y
q 4]
M Ry
v
‘k\ Nl Aﬂ 5\’5/:]
S s

\A-‘" >

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1972
TENTANG

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang

Nomoxi8 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepega

waian dan dalam rangka penyempurnaan Aparatur Pe-
merintahan, di anggap perlu untuk menetapkan kem-

bali kedudukan, fungsi, tugas dan o'_rganisasi Kan
tor Urusan Pegawai sebagaimana di atur dalam Pera
‘turan Pemerintzh Nomor 32 Tahun 1950 beserta Pera

turan pelaksanaannya di maksud dalam = Keputusan
Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 30/PM/ -

1951 tanggal 7 April-1951.

: 1, Pasal 5 ajat (2) Undapgaundapg Dasar. 1945 .
2, Undang-undang Nomor ‘18 Tahun 1961 tentang Ke-

tentuan-ketentuan Poicgk .Kepegiawaian.

'MEMUTUSKAN :

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Talun 1950 (Lembars
an Negara Tahun 1950 Nomor 75).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN ADMINISTRASI KEPZGAWATIAN NEGARA.

" BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN 'IUGAS
~Pasal 1

Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah
'sebliah Lembaga Pemerintah Non Departemen: yang ‘ber

kedudukan langsung dibzwah-dan bértinggung jaweb
kepada Presiden,
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‘orang Kepsla yang éelas malaks)
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Pasal 2.

Badan Administrasi Kepegawaian Negara mempunyai fimgsi
untuk menyempurnakan, memelihira.dan mengembangkan .adninis«

‘trasi Negara _Hibida;?g Kepsgawdian sehingga tercapai kelan

caran jalannya pemerintzhan,
Pasal 3
Untuk dapat menyelenggerakan fungsinya, Badan Adminis-

“trasi Kepegawalan Nezgara mempunyai tugas sebagai berikut :

az merencans.kan pa*rom aan kepegawaian sesuai dengan kebijak
sanaan Presi ﬁ::T’l., '

b."mer'eni:ar._b:{ Y PETERIR .périréda,ngnmﬂa_ngan‘di bidang ke -
pegawaian ; '

c. menyelenggarakan tzta-usaha kepegawaian dan tatd - usaha
.penslitm H | _

d. meny@lenggara‘m pungawasan, koordinasi dan  bimbingan
terhadap pela.sanaan ‘peraturan .perundang-undangan di bi-

dang kepegu&:am dea p&nsm péda Departemen-departemen
dan Lembaga—lcv"baga Nﬂgaraﬂ.mbaga lubaga Pemerintah Non
Departaneﬁ ;

BAB II |
SUSUNAN DAN TATA KERJA
Pasal 4

Susunan - Orgamsas:L Badan @nimstrasi Kepegmm Negara ter
diri dari :

a. Kepala.

b. Sekretariat.
c. Biro ~ biro.
d. Staf Ahli.
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| Badan Administrasi Kepegawaim Hegara dlpmia oieh se-

jawab 1angsa.mg Tépada’ M;-aidm |
p&é&l . ' ‘5,3 V'E-It:qw'-&_»i se
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- Pasal 3

Sekretariat Badan Admi:. (ol Ko .giwaian Negara merupakan
unsur pembanti pimpirem dan mempummio tigas untuk memyeleng

garakan administrasi umum yang maliputi ;

(2).

G,

1).

a. tata-usaha kantor d=i urusan dalam ;
b, tata kepegawaian (personalia) ;

C. tata peralatan din

d. tata keuangan.

Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara terdiri

.atas :

Bagian-bagian ssbanyak-banyzknya 5 (lima) Bagian dan Bagi-
an-bagian terdiri atas Sub-sub Bagian, masing-masing seba-
nyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian yang susunan dan tugas
nya akan di atur lebih larjut oleh Kepala Badan Adminis -

‘trasi Kepegawaian Negara.

Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipim-
pin oleh seorang Sckretaris yarg dalam melaksanakan tugas.
nya di bantu sevta menbawahi’ Kepala-kepala Bagian dan ber
tanggung-jawab langsunz kepada Kepald Badan Administrasi .

Kepegawaian Negara.

Biro-biro merupakan unsur pelaksana dan terdiri atas

a. Biro Perencanaan yang bertugas :
mempersiapkan peraturan perundang-undangan dan rencana-
rencana pembinaan dibidang kepegawaian,

b. Biro Kepegawaian Umum yang bertugas :

mengkoordinasikan dan memberiken bimbingan dalam soal
kepegawaian pada umunnya térmasuk dalam hal ini ‘ujian
dinas serta menyelenggarakan pendidikan keahlian kepe-'
gawaian. ‘

c. Biro Kepangkatan .....
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C. Biro Kepangkatan dan penggajisn vans bertugas

- mengkoordinasikan dan memberiia: bimhingan dalam soal.
kepangkatan dan penggajian, .njo.jan pegawai negeri.

d. Biro Tata-usaha Kepegawaian yung bertugas ¢
mengumpulkan dan menyusun data mengenai seluruh .pega-
wai negeri sipil,

e. Biro Pensiun dan tunjangan yang bertugas :

mengkoordinasikan pemberian pensiun'dan tunjangan-yang
‘bersifat pensiun bagi seluruh pegawai negeri.

£, Biro Pengawasan yang bertugas :

memberikan bimbingan serta mengawasi pelaksanaan per-
aturan-peraturan kepegawaian pada Departemen-departe-
 men dan Lembaga-lembzga Non Departemen.

.(2), Tiap-tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian, masing-masing
sebanyak-baryaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian-bagian ter-
diri atas Sub-sub Bagian; masing-masing sebanyak-banyak-
nya 5 (lima) Sub Bagian yang susunan dan tugasnya akan di
‘atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepega -
waian Negara. |

Pasal 8

Untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya seha ‘
ri-hari, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dapat di
bantu oleh sebuah Staf Ahli yang bertugas memberikan nasehat -~
nasehat dan pertimbangan-pertimbéngan seita bantuan Staf lain-
nya yang bersifat keahlian tehnis dibidang Administrasi Kepega
waian.
Pasal 9
(1). Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di angkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
{2). ‘Pard Kepala Biro, Sekre'taris,l"il)\_hggot’:a-a._n;g’g'oté‘ Staf“Ahli ,
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di-angkat-dan diber -
~hentikan oleh Xepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
‘Pasal 10
-Anggaran Belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara di-
beban.....
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pada tanggal, 3 Nopember 157a.
~
‘SEI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bebankan kepada Arorvas Bolaly s Culwotarint Wagare/Sslerstariat

‘Kabinet,
BAER IIL
etl DA PTLTE
Jasal 11

-

Kelengkapan Crgzniszsi, prrincian tugas dan tdta-keria-Ba-

.dan Administrasi ¥epegrwaiin Negare ditetaplian lebih lénjut-oleh
Kepala Badan Administrasi Kepegawalan Negara.

Pasal 12

Hal- Hal yang belum culup diatur dalam Peraturan Pemerintah

'ini, akan ’dlacur 1sbih lanjut dpmara Kepirtusan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Pemevinieh ini mulai berlaku pada-tanggal diundang
. a - ' -

.

: ka.n.. ” : B M

Agar vuncya gutisg orang dapat msngetatuinya, memerintahkan

Apquundar.gam Peraturtn ’w-crim.an nd "e'_-‘gan penempatannya dalam
Lambaran Negara Pepublik Tndoresia.

Ditetapkan di Jakarts
- pada tanggal,/ 3 JNopember 1972.

"SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta . JENDERAL T.N.I.
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